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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas dengan ini Peneliti berkesimpulan yaitu: 

1. Peran panwaslu dalam mencegah pratek pelanggaran politik uang sudah 

bagus, akan tetapi masih belum begitu berjalan secara maksimal. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang menjadi temuan ataupun 

laporan dari masyarakat yang ada pada Panwas Bone Bolango pada tahun 

2015. Kemudian dalam upaya memberikan pemahaman kepada 

masyarakat tentang pelanggaran Politik Uang beserta sanksinya masih 

belum merata, karena ini dibuktikan dengan hasil observasi peneliti di 

beberapa Desa yang dijadikan sebagai sample penelitian ini. 

2. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Panwas terhadap 

Mencegah pelanggaran politik uang yaitu 

a. Faktor Internal 

1) Pengalaman Anggota Panwas 

Panwas yang bersifat Ad Hoc membuat anggota panwas selalu 

berganti disetiap hajatan Pemilu, maka dengan dibentuk lagi Panita 

Pengawas Pemilihan Umum. Ini akan mempengaruhi anggota 

Panwas, karena bisa jadi Panitia Pengawas yang sebelumnya 

pernah menjadi Pengawas akan tidak lagi menjadi anggota atapun 

pengurus dan akan digantikan oleh anggota yang baru. Sebab ini 

akan berpengaruh karena dilihat dari sisi pengalamannya sebagai 
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anggota Panwas yang belum pernah menangani kasus pelanggaran 

dalam pemilu. Jika ada anggota atau pengurus baru dalam Panwas, 

maka dia masih akan beradaptasi dan juga selain itu juga dalam 

Panwas itu sediri harus memiliki kemampuan dalam menyidik dan 

dalam menangani kasus-kasus sengketa atau pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi. 

2) Kemampuan Anggota Panwas 

Dasar kemampuan Panwas sangat penting dalam pengawasan 

terutama dalam hal kemampuan memahami perintah Undang-

Undang sangat perlu dalam suatu lingkungan anggota panwas.  

b. Faktor Eksternal 

1) Hukum 

Dari segi hukum, dimana Undang-undang yang mengatur tentang 

penyelenggaran Pemilihan masih belum lengkap atau tidak 

memiliki sanksi jelas terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini bisa 

berpengaruh kepada masyarakat dan bisa mengakibatkan  

kurangnya sikap yang bisa membuat masyarakat untuk tidak 

melakukan pelanggaran tersebut. 

2) Interfensi dari Pemerintah 

Dalam hal kinerja Anggota Panwas masih ada interfensi oleh 

pemerintah dalam mempengaruhi kinerja panwas itu sendiri. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi, sebagai berikut : 

1. Dalam undang-undang tentang Pemilihan umum perlu adanya upaya untuk 

melakukan perubahan terutama tentang larangan pelanggaran terhadap 

Politik uang, sehingga bisa memberikan efek jera kepada setiap oknum 

yang akan melakukan pelanggaran tersebut. 

2. Dalam pengrekrutan anggota Panwas, menurut Peneliti bisa di ambil dari 

Akademisi, seperti Dosen ataupun mahasiswa yang sebelumnya 

memahami tentang Pemilu kemudian juga bisa diberi bimbingan sebelum 

melaksanakan Perannya sebagai Pengawas Pemilu.  

3. Untuk Sektor Gakkumdu bisa di ambil dari luar daerah Pemilu untuk 

menghindari adanya interfensi oleh pemerintah 
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